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	Abstract: The persistent tension between Indonesia's formal criminal justice system and Papuan customary law has left indigenous dispute-resolution mechanisms marginal despite constitutional recognition under Article 18B(2) of the 1945 Constitution and Articles 43 and 51-52 of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua. This study examines how Papuan customary law can contribute to, and be revitalized within, Indonesia's developing restorative justice system. The research uses normative legal research through a legal case study approach, analyzing statutory provisions, regional regulations, and secondary legal literature. The findings show that Papuan customary law contributes to restorative justice development through the adoption of restorative principles, hybrid formal-customary models, strengthened legal recognition, community involvement, alignment with human rights standards, and localized approaches for specific offenses. Revitalization requires regulatory strengthening, formal recognition of adat institutions, and a paradigm shift among law-enforcement officials from a retributive to a restorative orientation, consistent with the receptio in complexio principle for managing legal pluralism. The study recommends that the Papuan provincial and district governments issue implementing regulations formally recognizing adat institutions' authority to resolve criminal matters restoratively, thereby harmonizing national law with Papua's living customary legal order.


Abstrak: Ketegangan yang berlangsung lama antara sistem peradilan pidana formal Indonesia dengan hukum adat Papua menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa adat termarjinalkan, meskipun telah mendapat pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 43 dan Pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Penelitian ini mengkaji kontribusi hukum adat Papua terhadap pengembangan sistem restorative justice serta upaya revitalisasinya. Penelitian menggunakan metode normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah khusus, dan literatur hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Papua berkontribusi terhadap pengembangan restorative justice melalui pengadopsian prinsip restoratif, pembangunan model hibrid formal-adat, penguatan pengakuan legalitas, pelibatan komunitas, penyelarasan dengan hak asasi manusia, dan penerapan pendekatan lokal untuk tindak pidana tertentu. Revitalisasi hukum adat memerlukan penguatan regulasi, pengakuan formal terhadap lembaga adat, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif menuju restoratif, sejalan dengan prinsip receptio in complexio dalam mengelola pluralisme hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua menerbitkan peraturan pelaksana yang secara formal mengakui kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana secara restoratif, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum nasional dan tatanan hukum adat Papua yang hidup.
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PENDAHULUAN
Keberagaman hukum adat merupakan salah satu kekayaan konstitusional bangsa Indonesia yang diakui secara tegas melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, pengakuan konstitusional itu belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan hukum adat dalam praktik penegakan hukum pidana nasional, yang sejak masa kolonial hingga kini masih didominasi oleh paradigma retributif yang menekankan pembalasan melalui hukuman badan atau denda, ketimbang pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang secara khusus memperoleh kerangka hukum otonomi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pasal 43 dan Pasal 51-52 undang-undang tersebut secara eksplisit mengakui eksistensi peradilan adat sebagai lembaga perdamaian bagi masyarakat hukum adat Papua, sekaligus memberikan afirmasi terhadap penyelesaian perkara pidana adat yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial (restorative justice) dan bukan pada penjatuhan hukuman fisik semata. Kebijakan otonomi khusus ini pada dasarnya merupakan kompromi politik untuk mengangkat martabat masyarakat Papua di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sollosa, 2005). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, yang menegaskan bahwa pengadilan adat berwenang menyelesaikan perkara pidana adat berdasarkan asas kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.
Dalam praktiknya, implementasi kewenangan tersebut menghadapi persoalan mendasar berupa dualisme hukum, yaitu ketidakpastian relasi antara hukum nasional (KUHP/KUHAP) dengan hukum adat Papua. Aparat penegak hukum cenderung mengutamakan pendekatan formal-positivistik, sementara masyarakat Papua menghendaki penyelesaian melalui mekanisme adat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Persoalan ini diperparah oleh minimnya peraturan daerah turunan yang secara konkret mengatur tata cara, batas kewenangan, dan kedudukan peradilan adat dalam sistem hukum nasional, sehingga keputusan adat kerap tidak memiliki daya ikat formal di hadapan proses peradilan pidana negara.
Kajian mengenai keterkaitan antara restorative justice dengan hukum adat di Indonesia telah berkembang cukup luas, meskipun sebagian besar masih berfokus pada masyarakat adat di Sumatra dan Kalimantan serta pada kerangka hukum pidana nasional secara umum. Rochaeti et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia telah lama menjalankan prinsip-prinsip restoratif meskipun belum terintegrasi secara formal ke dalam sistem peradilan pidana. Ismail et al. (2023) juga menekankan pentingnya revitalisasi lembaga adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana guna mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan Jamin et al. (2013) secara spesifik mengkaji politik hukum pengakuan peradilan adat Papua dalam kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus, namun kajian tersebut dilakukan sebelum terjadinya perubahan mendasar melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan perkembangan regulasi keadilan restoratif nasional pasca-2021.
Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih banyak berfokus pada aspek pengakuan yuridis-normatif secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu kontribusi konkret hukum adat Papua terhadap pengembangan desain sistem restorative justice nasional, serta strategi revitalisasi hukum adat Papua itu sendiri agar dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum yang baru, termasuk kaitannya dengan prinsip receptio in complexio sebagai politik hukum dalam mengelola pluralisme hukum nasional.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hukum adat Papua terhadap pengembangan sistem restorative justice, serta untuk mengetahui langkah revitalisasi hukum adat Papua dalam implementasi sistem restorative justice tersebut.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pluralisme hukum dan keadilan restoratif dalam konteks otonomi khusus, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga adat Papua dalam merumuskan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang lebih menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam penyelesaian tindak pidana berbasis restorative justice. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum (legal case study approach) yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), guna mengkaji secara sistematis relasi antara norma hukum nasional, norma hukum adat, dan konsep keadilan restoratif.
2.2 Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lembaga negara yang relevan dengan hukum adat Papua dan restorative justice.
2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelusuran juga dilakukan terhadap basis data jurnal ilmiah nasional untuk memastikan bahan hukum sekunder yang digunakan bersifat mutakhir dan relevan dengan isu hukum yang dikaji.
2.4 Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan, kemudian menganalisis kesesuaian antara norma dan fakta hukum secara kritis argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan secara terpadu untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu kontribusi hukum adat Papua terhadap pengembangan sistem restorative justice dan strategi revitalisasi hukum adat Papua dalam implementasi sistem tersebut. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan norma hukum, teori hukum, serta konteks empiris Papua guna menghasilkan argumentasi hukum yang kritis.
3.1 Kontribusi Hukum Adat Papua terhadap Pengembangan Sistem Restorative Justice
Hukum adat Papua memiliki karakter yang secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang pembalasan melalui hukuman fisik. Pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit mengakui keberadaan lembaga peradilan adat sebagai lembaga perdamaian, sementara Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua menegaskan bahwa peradilan adat berlandaskan asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta bertujuan menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos.
Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman (1999), kontribusi hukum adat Papua tersebut dapat dipahami melalui tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Secara struktural, lembaga adat Papua, seperti dewan adat dan tokoh adat pada masing-masing dari tujuh wilayah adat, berfungsi sebagai institusi penyelesai konflik yang paralel dengan struktur peradilan formal. Secara substantif, norma-norma adat mengenai restitusi, permintaan maaf terbuka, dan kompensasi simbolis merupakan bentuk kaidah hukum tidak tertulis yang mengikat secara sosial. Secara kultural, tingginya kepatuhan masyarakat Papua terhadap keputusan adat mencerminkan budaya hukum yang mendukung efektivitas penyelesaian perkara secara restoratif, sebagaimana ditegaskan Friedman (1999) bahwa tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya.
Kontribusi hukum adat Papua terhadap pengembangan sistem restorative justice nasional dapat diidentifikasi melalui beberapa jalur konkret. Pertama, adopsi prinsip restoratif berupa musyawarah, permintaan maaf, dan restitusi yang telah lama dipraktikkan masyarakat adat Papua dalam menyelesaikan perkara seperti pencurian atau perselisihan antarwarga, dapat menjadi rujukan empiris bagi perumusan mekanisme diversi dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kedua, pembangunan model hibrid antara mekanisme adat dan proses peradilan formal, di mana keputusan musyawarah adat dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara, khususnya untuk tindak pidana ringan yang berdimensi sosial-adat. Ketiga, penguatan pengakuan legalitas melalui regulasi daerah yang eksplisit memberi kewenangan kepada lembaga adat, sebagaimana telah dirintis oleh Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008.
Keempat, pelibatan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian konflik memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil keputusan hukum, sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Kelima, penyelarasan praktik adat dengan prinsip hak asasi manusia menjadi prasyarat agar kontribusi hukum adat dapat diterima dalam kerangka hukum modern; praktik-praktik yang berpotensi bertentangan dengan HAM, seperti sanksi yang bersifat merendahkan martabat, perlu direvisi menjadi bentuk sanksi restoratif yang lebih manusiawi, seperti kerja sosial atau kompensasi simbolis. Keenam, penerapan pendekatan lokal untuk tindak pidana tertentu, khususnya perkara yang berdimensi sosial-kultural kuat, memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih responsif terhadap konteks masyarakat Papua tanpa harus selalu bermuara pada proses peradilan formal yang panjang.
Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Radbruch sebagaimana diuraikan Erwin (2012), kontribusi hukum adat Papua ini pada dasarnya merupakan upaya mendekatkan penegakan hukum pidana pada nilai keadilan substantif, yang oleh Radbruch ditempatkan sebagai prioritas utama tujuan hukum, sebelum kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan sanksi adat yang proporsional dan dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak selalu identik dengan kepastian hukum formal, melainkan dapat dicapai melalui mekanisme yang kontekstual dan diterima secara sosial. Dengan demikian, hukum adat Papua bukan sekadar pelengkap sistem peradilan formal, melainkan sumber nilai yang dapat memperkaya desain kelembagaan restorative justice nasional secara autentik.
3.2 Revitalisasi Hukum Adat Papua dalam Implementasi Sistem Restorative Justice
Meskipun memiliki potensi besar, implementasi hukum adat Papua sebagai bagian dari sistem restorative justice menghadapi tantangan struktural. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 43 UU Otsus Papua pada praktiknya masih bersifat normatif-simbolis, belum diikuti kebijakan turunan yang konkret di tingkat kabupaten/kota. Akibatnya, keputusan peradilan adat sering kali tidak memiliki daya paksa formal ketika berhadapan dengan proses hukum pidana negara, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara mekanisme adat dan mekanisme formal.
Revitalisasi hukum adat Papua dalam kerangka restorative justice memerlukan solusi konseptual dan praktis yang selaras dengan nilai-nilai hukum adat itu sendiri, yaitu penyelesaian konflik berbasis musyawarah, pemulihan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Pertama, penguatan regulasi menjadi langkah mendasar melalui penerbitan peraturan daerah kabupaten/kota yang secara spesifik mengatur ruang lingkup kewenangan peradilan adat, jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan secara adat, serta mekanisme koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat. Regulasi semacam ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus mencegah tumpang tindih proses hukum.
Kedua, pengakuan formal terhadap lembaga adat, termasuk dewan adat pada masing-masing dari tujuh wilayah adat Papua (Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim-Ha, La Pago, dan Mee Pago), perlu diikuti dengan pencatatan dan verifikasi kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, diperlukan perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif menuju restoratif melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip keadilan restoratif dan mekanisme peradilan adat, sehingga polisi dan jaksa di Papua tidak semata mengandalkan proses formal, melainkan mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang responsif terhadap konteks lokal.
Langkah revitalisasi tersebut sejalan dengan prinsip receptio in complexio, yaitu politik hukum yang menempatkan hukum adat sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional, bukan sekadar pengecualian yang terpisah. Ismail et al. (2023) menegaskan bahwa revitalisasi lembaga adat dalam sistem hukum pidana merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan restoratif yang otentik, karena lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh institusi formal. Sejalan dengan itu, Rochaeti et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi hukum adat ke dalam sistem restorative justice sangat bergantung pada pengakuan hukum yang jelas serta dukungan kelembagaan yang konsisten dari negara.
Dari perspektif teori negara hukum, revitalisasi hukum adat Papua juga harus memperhatikan prinsip supremacy of law dan equality before the law sebagaimana dikemukakan Dicey (1952), agar penyelesaian adat tidak menimbulkan disparitas perlakuan hukum antarwilayah maupun antarwarga. Oleh karena itu, standardisasi prosedur minimum, seperti pencatatan hasil musyawarah adat, keterlibatan sukarela para pihak, serta kemungkinan peninjauan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tertentu, diperlukan agar penyelesaian adat tetap kompatibel dengan prinsip due process tanpa menghilangkan fleksibilitas dan kontekstualitasnya.
3.3 Implikasi Teoretis dan Praktis
Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian pluralisme hukum dengan menunjukkan bahwa hukum adat Papua bukan sekadar objek pengakuan pasif, melainkan sumber nilai aktif yang dapat membentuk desain kelembagaan restorative justice nasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota segera menyusun regulasi turunan yang mengoperasionalkan Pasal 43 UU Otsus Papua, serta agar Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah Papua memperkuat forum koordinasi dengan lembaga adat guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berakar pada budaya hukum masyarakat setempat.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Papua memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem restorative justice melalui adopsi prinsip restoratif berupa musyawarah, permintaan maaf, dan restitusi; pembangunan model hibrid antara mekanisme adat dan peradilan formal; penguatan pengakuan legalitas peradilan adat; pelibatan komunitas secara aktif; penyelarasan praktik adat dengan prinsip hak asasi manusia; serta penerapan pendekatan lokal untuk tindak pidana tertentu yang berdimensi sosial-kultural. Kontribusi ini menegaskan bahwa hukum adat Papua bukan sekadar pelengkap, melainkan sumber nilai yang dapat memperkaya desain kelembagaan keadilan restoratif secara autentik dan kontekstual.
Selanjutnya, revitalisasi hukum adat Papua dalam implementasi sistem restorative justice memerlukan solusi konseptual dan praktis yang sejalan dengan nilai-nilai hukum adat, yaitu penyelesaian konflik berbasis musyawarah, pemulihan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Keberhasilan revitalisasi tersebut bergantung pada tiga hal utama, yakni penguatan regulasi melalui peraturan daerah kabupaten/kota yang operasional, pengakuan formal dan verifikasi kelembagaan terhadap dewan adat pada tujuh wilayah adat Papua, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif menuju restoratif yang konsisten dengan prinsip receptio in complexio dalam mengelola pluralisme hukum nasional.
Sejalan dengan simpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota segera menerbitkan kebijakan hukum yang progresif untuk memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana secara restoratif. Selain itu, diperlukan harmonisasi berkelanjutan antara hukum nasional dan hukum adat melalui penguatan regulasi daerah yang mendukung praktik penyelesaian tindak pidana berbasis adat, disertai program pelatihan bagi aparat penegak hukum di Papua agar mekanisme peradilan adat dapat berjalan berdampingan secara konstruktif dengan sistem peradilan pidana formal.
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